
 
 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  27  TAHUN 2014 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI  

TAMPUNG PENYANG PALANGKARAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a. bahwa  dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan 
tinggi keagamaan Hindu, perlu meninjau kembali Organisasi 

dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung 
Penyang Palangkaraya; 

                      b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 89 

Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi 
Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya; 

 

Mengingat   :  1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem   
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

                      2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 

     3.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5500); 

 

 

 

5.Peraturan... 

 

 

 

 



5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

6.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang  
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

  7.  Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang  Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114); 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 2013 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri 

Tampung Penyang Palangkaraya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1363); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 89 TAHUN 

2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH 
TINGGI AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG 
PALANGKARAYA. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung 

Penyang Palangkaraya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1363) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10  

Jurusan pada Sekolah Tinggi terdiri dari: 

a. Dharma Acarya; 
b. Dharma Duta; 

c. Brahma Widya; dan 
d. Dharma Sastra. 

 

Pasal II... 

 

 

 



Pasal II

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1299

Salinan sesuai dengan aslinya

ienterian Agama RI

im dan Kerja Sama Luar Negeri

:hmad Gunaryo,M.Soc,Sc

NIP. 196208101991031003


